
LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

NOMOR:20 TAHUN 1989 SERI D NQ:12

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 1988

TENTANG

PAKAIAN DINAS KEPALA DESA / KEPALA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa berhubung tugas Kepala Desa/Kepala Kelurahan se
bagai pimpinan pemerintahan Desa/pemerintahan Kelu
rahan baik dibidang pemerintahan, pembangunan maupun 
kemasyarakatan mempunyai hubungan langsung dengan 
masyarakat, maka untuk memelihara dan menjaga kewiba
waan serta tertib pemerintahan dipandang perlu menetap
kan keseragaman Pakaian Dinas Kepala Desa/Kepala Ke
lurahan ;

115

NOMOR:20 

LEMBARAN DAIIW:I 
PROPINSI DAER.AH 'ftNGIAT I 

JAWATENGAH 

TAHUN1989 SERI D NO: 11 

PDAnJIAN DAIIL\H PROPINSI DADAII 11NGKAT I 
JAWA TINGAH 

NOMOR 26 TAHUN •• 

TINTANG 

PAIAL\N DIMAS IIPALA DISA I DPALA. IILUIWIAN 

DENGAN IWIMAT'IUIAN YANG MAHA DA 

GIJBDNUI UPALA DAERAH 11NGIAT I JAWA TING.AH 

Meal ..... a bahwa berhubuna tups Kcpala Desa/Xepala kelurahan se
bagai pimpinan pemcrinlahan Desa/pemerinlahan Kelu
rahan bait dibidang pcmerintabln. pembangunan maupun 
kemasyanakatan mcmpunyai hubuQpn lan,sung dengan 
masyaruat, maka untuk memeliharJ: dan meqjaga tewiba
wun •rta tertib pcrnerinlaban clipandana perlu mene&ap
kan keserlgaman Pllbian DinK Kepa1a Desa/Kepala Ke
lurahan; 
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Mengingat

Menetapkan

b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka 
berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No
mor J Tahun 1983'dipandang perlu menetapkan peraturan 
tersebut di dalam Peraturan Daerah.

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-po
kok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pemben
tukan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah
an Dosa ;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
1972 tentang jenis-jenis Pakaian Sipil;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 ten
tang Bentuk Peraturan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 1981 ten
tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
dan Perangkat Desa ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 ten
tang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala 
Kelurahan ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 
tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pe
merintahan Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 
JAWA TENGAH TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA 
DESA/KEPALA KELURAHAN.
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Me-ngingal 

Menetapkan 
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b. bahwa sehubunpn delll3n hal-hal tersebut di alas maka 
berdasarkan P:asal 11 Pcraturan Menteri Dalam Negeri No
mor J Tahun 1983'dipandang perlu mene1apkan peraturan 
lersebut di dalam Peranuan Daerah. 

I. Undang-undang Nomor S Tahun 1974 tentang Pokok-po
kok Pemerintahan di Daerah ; 

2. Undang-undang Nomor lO Tahun 1950 lentang Pemben
tukan Propinsi Jawa Tengah ; 

3. Undang-undang Nomor S Tahun 1979 tenlang Pemerinlah
an Dosa; 

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nornor 18 Tahun 
1972 tenl.lng jenis-jenis Pakaian Sipil ; 

5. Per,uuran Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 ten
tang Bentuk Pemturan Daerah ; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 1981 ten
lang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
dan Perangkal Desa ; 

7. Peraturan Menleri Oalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 ten
tang P-.tkaian Dinas dan Tanda Jabatan Kcpala Desa/Kepala 
Kelurahan; 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 
tentang Pedoman Su~man Organisasi dan Tata Kelja Pe
merinlahan Kelurahan. 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pn:>
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH TENTANG PAKAIAr,l DINAS KEPALA 
OESA/KEPALA KELURAHAN. 
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BAB 1 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
a. Desa adalah suatu wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang 

ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di- 
dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerin- 
tahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah 
tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

b. Kelurahan adalah suatu wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang 
mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat» yang 
tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;

c. Pakaian Dinas adalah, pakaian seragam yang dipakai oleh Kepala Desa/Kepala 
Kelurahan pada waktu bekeija sehari-hari dan keperluan-keperluan dinas lain 
yang bersilat umum.

Pasal 2

Kepala Desa/Kepala Kelurahan pada waktu bekerja sehari-hari dan keper
luan-keperluan dinas lainnya yang bersifat umum diwajibkan mengenakan Pakaian 
Dinas menurut Peraturan Daerah ini, kecuali apabila ada ketentuan yang bersifat 
khusus.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Pasal 3

Pakaian Dinas dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
a. Pakaian Sipil Harian, disingkat PSH ;
b. Pakaian Sipil Resmi, disingkat PSR.

117

3 

BAB I 
UTINl1JAN UMUM 

Pmal I 

Dalaln Perahlrln Daerah ini yang dimabud denpn : . 
a. Desa adalah suaru wUayah cl Propinsi Daerah Tinpat I Jawa Tqah yang 

ditcmpati oleh sejumlah penduduk sebapi kcsatuan mas,arakat tcrmasuk di
dalamnya kcsalUan masyaruat hutum yang mempunyai orpnisasi pemerin
tahan tcrendah lanpungdi t.wahCmnatdan bcrhat menyeleqprabn rumah 
tanganya rcndiri dawn ltatan Nepra Kaatuan Republit Indonesia ; 

, 

b. Kelurahanadalah-tu wilayah di Pn)pinsi Daerah nn,bt I Jawa Tenph yang 
mempunyai oqanisui pemerintahan lerendah ....... di t.wah Camat. yang 
tidak berhak menyele,aaratan rumah tanaanya rcndiri ; 

c. Pataian Dinas adalahpabian scragam yang dipabi oleh Keplla Dcsa/Kepala 
Kdurahan pada waktu bekerja rchari--hari clan keperli,mn.keperluan dinas lain 
yang bersifat umum. 

Paal 2 

Kepala Desa/Kepala Kelurahan pada walrtu bekeija sehari-hari clan keper
luan-kepertuan dinas lainnya yang bersifat umum diWIQibbn mcngenatan Pataian 
Dinas menurut Peraturan Daerah ini. kecuali apabila ada kelentuan yang benifal 
khusus. 

BAB II 
PAKAIAN DINAS 

Paall 

Pataian Dinll dimabud Pasal 2 Peratunut Daerah ini tenliri dari : 
a. Pataian SipU Harian. disinpat PSH ; . 
b. Palraian Sipil Rami. disingkat PSR. 
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Pasal 4

(1) PSH dimaksud Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini bagi pria adalah :
a. Kemeja warna khaki berlengan pendek di bagian muka tertutup dengan 5 

(lima) buah kancing warna khaki dengan 3 (tiga) buah saku, 1 (satu) di atas 

kiri dan 2 (dua) di bawah kanan dan kiri ;
b. Celana panjang wama khaki;
c. Sepatu kulit hitam dengan kaos kaki wama hitam.

(2) PSH dimaksud Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini bagi wanita adalah:
a. Kemeja wama khaki berlengan pendek, di bagian muka tertutup dengan 5 

(lima) buah kancing wama khaki dengan 2 (dua) buah saku bawah kanan 

dan kiri;
b. Rok wama khaki dengan ukuran panjang minimal 5 (lima) Cm di bawah 

lutut lengan lipatan tengah, sebuah saku samping kiri dan sebuah saku sam
ping kanan;

c. Sepatu pantopel kulit wama hitam.

Pasal 5

(1) PSR dimaksud Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini bagi pria adalah:
a. Kemeja wama pulih berlengan panjang di bagian muka tertutup 5 (lima) 

buah kancing wama putih dengan 3 (tiga) buah saku, 1 (satu) di atas kiri dan 
2 (dua di bawah kanan dan kiri;

b. Celana panjang wama Putih ;
c. Sepatu kulit hitam dengan kaos kaki wama hitam ;
d. Pici Nasional berwarna hitam dan polos yang tingginya 10 (sepuluh) Cm.

(2) PSR dimaksud Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini, bagi wanita adalah:
a. Kemeja wama putih berlengan panjang» di bagian muka tertutup dengan 5 

(lima) buah kancing wama putih dengan 2 (dua) saku bawah kanan dan 
kiri;

b. Rok wama putih dengan ukuran panjang minimal 5 (lima) Cm di bawah lu
tut dengan lipatan tengah, sebuah saku samping kiri dan sebuah saku sam
ping kanan;

c. Sepatu pantopel kulit wama hitam ;
d. Pici Nasional berwarna hitam dan polos yang tingginya 10 (sepuluh) Cm.

vi-8
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Pasal 4 

( 1 ) PSH dimaksud Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini. bqi pria adalah : 
a. Kemcja wama khaki berlcngan pendek di bagian muka tcrtutup denaan S 

(lima) buah kancing wama khaki denpn 3 (tip) buah saku, I (satu) di atas 
kiri dan 2 (dua) di bawah kanan dan kiri ; 

b. Celana paqjang wama khaki ; . 
c. Scpatu kulit hitam dengan kaos kaki wama hitam. 

(2) PSH dimaksud Pasal 3 huruf a Pcratwan Daerah ini bagi wanita adalah : 
a. Kemcja wama khaki berlengan pendek, di bqian mub tenutup dengan S 

(lima) buah kancing wama khaki dengan 2 (dua) buah saku bawah kanan 
dan kiri; 

b. Rok wama khaki dengan ukuran paqjan, minimal S (lima) Cm di bawah 
lutut Jengan lipatan tcngah, sebuah saku samping kiri clan aebuah saltu sam
ping kanan; 

c. Sepatu pantopel kulit wama hitam. 

Pual 5 

(I) PSR dimaksud PasaJ 3 huruf b Peraturan Daerah ini bagi pria adalah : 
a. Kemeja wama putih berlengan partjang di bagian muka tenutup S (lima) 

buah kancing wama putih dcngan 3 (tip) buah saku, 1 (SIIU) di atas kiri dan 
2 (dua di bawah kanan dan kiri ; 

b. Celana paqjang wama Putih ; • 
c. Sepatu kulit hitam dcngan taos kaki wama hitam ; 
d. Pici Nasional bcrwama hitam dan polos yang tingginya 10 (sepuluh) Cm. 

(2) PSR dimaksud Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini, bagi wanita adalah : 

Jil:8 

a. Kcmeja wama putih bertcngan partjang. di bagian muka tenutup dengan S 
(lima) buah kancing warna putih delWUI 2 (dua) saku bawah kanan dan 
kiri; 

b. Rok wama putih der,aan ukuran partjang minimal S (lima) On di bawah lu
tut dcngan lipawi tcnph, sebuah saku SllfflPina kiri dan sebuah saku sam
pina kanan; 

c. Scpatu pantopel kulit wama hitam ; 
d. Pici Nasional berwama hillm dan polos yang tingginya 10 (scpuluh) Cm. 
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Pasal 6

Bentuk Pakaian Sipil Harian dan Pakaian Sipil Resmi Kepala Desa/Kepala 
Kelurahan dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana Lam
piran I, II. UI. dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini

BAB UI
KETENTUAN TAMBAHAN

Phsal 7

Ketentuan hkaian Dinas bagi Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan dapat 
disesuaikan dengan Pakaian Dmas Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan 
lebih largut oleh Gubemur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan tentang 
Pakaian Dinas Kepala Desa/Kepala Kdurahan yang bertentangan dengan Peratur
an Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pbsal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan peng
undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembara Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
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Pull 6 

Bcntut Pabian Sipil Harian clan Pabian 5'lil Resmi Kepala Desa/Kepela 
Kdurahan dimatsud Pmal 4 dlnS Paaluran Dlaabini ldalah ,ehapiPlaria Lam
piran I. II. Ill. dan IV yana meNPlbn bqiln lidlk lel]lislhbn dari Peraluran 
Daerah ini . . 

BAB W . 
U'l'EN'IU\N TAMBAHAN 

...... 7 

Ketcntuan Pabian Dinas bqi Pcrangtat Desa/Pcrangkat kelurahan dapat 
disesuaikan denpn Pab.ian Dinas Kepela Dcsa/Kcpm Kdurahan. 

BAB IV 
UTEN11JAN P£NUl'UP 

PMal 8 

Hal--hal yang belum diatur dalam Petaturan Daerah ini akan dite1apkan 
lebih lal\iut oleh Gubemur Kepala Daerah separjang mengenai pelaksanaannya. 

Pual 9 

Oengan bertakunya Peratwan Daerah ini. maka semua ketentuan tcntana 
Pakaian Dinas Kcpala Desa/Kepala ICdurahan yang bel1CnlalWaO dengan Pcratur
an Daerah ini dinyatatan tidak bedatu lagi. 

Pual 10 

Pcraturan Daetah ini mulai berlatu pada tanapl diundangtan. 

Agar supaya setiap ora,c dapat ~ya memerintahbn peng
undangan Pcra1uran 1>4crah ini denpn penempalannya dalun Lembara Daerah 
Propinsi Daerah Tingtat I Jawa T~ . 
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6

Semarang, 30 Agustus 1988

dewan perwakilan rakyat daerah
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

KETUA

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 
JAWA TENGAH

ttd.

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya 
tanggal, 15 Maret 1989 Nomor: 141.025.33 - 221.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah Nomor: 20 tanggal, 30 - 5 - 1989.

Seri : D No.: 12.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

Ymt.

ttd.

Drs. WALOEYO TJORKODARMANTO
NIP. 010 014 956 

Pembantu Gubernur Jawa Tengah 
untuk Wilayah Semarang

120

• 
Semarmw, JO Agustus 1918 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAE.RAH OUBERNUR KE.PALA DAERAII 11NOICAT I 
PROPINSI OAF.RAH 11NOKAT I JAWA TENGAII JAWA TENOAlt 

KFTIIA. 

ttd. ttd. 

Ir. SOEKORAHARDJO I S M A I L 

Disahkan oleh Menteri Dalam Ncgeri dcngan KcputusaMya 
tanggal, IS Maret 1989 Nomor: l41.02S.33 - 221. 

' 
Diundangbn dawn Lembaran Daerah Propinsi Dacrah Tmgkat I 
Jawa Tengah Nomor : 20 tanggal. 30 - S - 1989. 
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Seri : D No. : J2. 

SEKRETARIS WILAYAH I DAERAH TINGKATI 
JAWATENGAH 

Ymt. 

Drs. WAL0EYO TJORKODARMANTO 
NIP. 010 014 956 

Pembantu Gubemur Jawa Tengah 
unnik Wllayah Semarang 
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH 
NOMOR : 26 TAHUN 1988

TENTANG

PAKAIAN DINAS KEPALA DESA / KEPALA KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan tugas penyelenggaraan Pemerintahan De- 
sa/Pemerintahan Kelurahan, kedudukan Kepala Desa/Kepala Kelurahan mem
punyai peranan yang strategis dan meryadi panutan masyarakat Oleh karena 
itu sebagai upaya memberikan identitas, meryaga martabat, kewibawaan, dan 
meningkatkan disiplin keija Kepala Desa/Kepala Kelurahan dipandang perlu 
mengatur ketentuan tentang pakaian seragam dinas dan cara pemakaiannya.

Pengaturan termaksud, sesuai dengan Pasal 2 dan 11 Peraturan Menteri. 
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabat
an Kepala Desa/Kepala Kelurahan, perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Yang dimaksud dengan ketentuan khusus yaitu seperti
ketika memakai pakaian adat untuk upacara-upacara adat, 
pakaian Hansip/batik/lurik pada acara tertentu dan seba- 
gainya.

Pasal 3 s/d 10 Cukup jelas.

121
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PENJELASAN 
PERA11JRAN DAERAH PROPINSI DAIIWI TINGKAT I 

JAWATENGAH 
NOMOR : 26 TAHUN 1988 

TENTANG 

PAKAIAN DINAS KEPALA DESA / KEPALA KELURAHAN 

I. PENJELASAN UMUM. 

Dalam ranau meningkalkan IUgU penyelercgaraan Pemerintahan o~ 
sa/Pemerintahan Kelurahan. kcdudukan Kcpala Desa/Kepala Kdurahan meni• 
punyai peranan yana ~tegis dan meqjadi panutan masyarakat Oleh karena 
itu sebapi upaya rnembcrikan idcntitas, mcrvaga mar1abat, kcwibawaan, dan 
meningkatkan disiplin keda Kq.la Desa/Kepala Kelurahan dipandana pcrlu 
mengatur ketcntuan tcntang pakaian semgam dinas daa cara pcmataiannya. 

Pcngaluran tennatsud, sesuai dengan Pasal 2 dan 11 Peratwan Menteri. 
Dalam Negeri Nomor J Tahun 1983 tcntang Pakaian Dinu dan Tanda Jabat• 
an Kepala Desa/Kepala Kclurahan, pcrlu dituangkan dalam Peraturan Dacrah 
Propinsi Dacrah T'mgkat I Jawa Tcngah. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

~sal "I : Cukup jetas. 

Pasal 2 : Yang dimaksud de!Wln kelentuan khusus yaitu sepcrti 
· kctika memabi pabian adat untut upaqra.upac:ara adat, 

pabian Hansip/balit/lurit pada IClia tertentu dan scba• 
pinya. . . 

Pasal 3 s/d 10 ~ jclas. 
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Lampiran I Peraturan Daerah Propinsi. 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 
Nomor 26 Tahun 1988

: 30 Agustus 1988.

BENTUK 
PAKAIAN SIPIL RESMI ( PSR)

leher berdiri dan terbuka 

saku atas kiri.

lima buah kancing, 

lengan panjang.
saku bawah kanan kiri, 

wama putih.

Dipakai untuk : Pria, pada waktu menghadiri Upacara-upacara.

dewan perwakilan rakyat daerah
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

KETUA

ttd .

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

ttd.

ISMAIL

122
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Lampiran I 

BENTUK 

Peraturaa Daerah Propinsi. 
Daerah 'nngbt I Jawa Ten,ab. 
Nomor 26 Tahun 1981 
Tanpal : 30 Apstus 1988. 

PAKAIAN SIPIL RF.stdl ( PSR.) 

leher benliri dan terbuka 

saku atas kiri. 

lima buab tancing. 

lengan pa,vang. 
saku bawah kanan kiri. 

wama putih. 

Dipakai untuk : Pria, pada waktu menghadiri Upacara-upacara. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH OUBER.NUR KEPALA DAERAH 11NGKAT 1 
PROPINSI DAER.AH TINOKAT I JAWA 'ttNOAH JAWA TENGAH 

~~ 

Ir. SOEKORAHARDJO I SM A I L 

J22 
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lampiran H : Peraturan Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 
Nomor 26 Tahun 1988
Tangga! 30 Agustus 1988,

BENTUK
PAKAIAN SIPIL HARIAN ( PSH )

leher berdiri dan terbuka 

saku atas kiri, 

lengan pendek.
lima buah kancing, 

saku bawah kanan kiri, 

wama khaki.

Dipakai untuk: Pria, pada waktu bekerja sehari-hari dan keperluan lainnya yang 
bersilat umum.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH JAWA TENGAH

KETUA

ttd. ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO ISMAIL

123
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Lampiran II 

BENTUK 

Peraluran Daerah Propinsi 
Daerah 1inakat I Jawa Tengah. 
Nomor 26·Tahun 1988 
Tangal : JO Agustus 1988> 

PAKAIAN SIPIL HARIAN ( PSH) 

leher berdiri dan terbuka 

saku atas kiri. 

lengan pendek. 
lima buah kancing. 

saku bawah k.anan kjri. 

wama khaki. 

Dipabi untuk : Pria, pada waktu beter,ja sehari-hari dan keperluan lainnya yang 
bcrsifat um.um. 

DEWAN PERWAKJLAN IAICYAT DAl!IWt OUBUNUll KEPALA DAERAH 11NOKAT I 
PROPINSI DAl!JtAH TINOICAT I JAWA ffNOAH JA.WA TENOAH 

IC.E11J,\ 

ud. ltd. 

Ir .. SOEIOIWWIDJO I S M A I L 
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Lampiran III : Peraturan Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 
Nomor 26 Tahun 1988
Tanggal 30 Agustus 1988.

BENTUK
PAKAIAN SIPIL RESMI ( PSR)

leher berdiri dan terbuka, 

lima buah kancing, 

lengan panjang.

saku bawah kanan kiri, 

warna putih.

Dipakai untuk : Wanita, pada waktu menghadiri Upacara-upacara.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH JAWA TENGAH

KETUA

ttd- «d.

Ir. SOEKORAHARDJO ISMAIL

124
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Lampiran Ill ~ Perahnn· Damh Plopinsi 
Daaah Tmgbt I Jawa Tcnph. 
Nomor 26 Tabun 1981 
Tanpal 30 ~ 1988. 

BEN1UK 
PAKAIAN SIPIL RESMJ ( PSR) 

lchcr bcnfiri clan terbuka. 

lima buah kancirig. 

lenpn panjang. 

saku bawah kanan kiri. 

wamaputih. 

Dipakai un1uk. : Wanita., pada wattu me nghadiri lJpacara.upacan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Di\EIWI GUBERN'Ult. lCEPALA DAERAH llNGkAT I 
PROPINSI DAERAll 11NOKAT I JAWA TENOAH JAWA TEN0AH 

JC.El\JA 

~- ~-
Jr. SOEI.Olt\llAIDJO I S MA I L 

124 
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Lampiran IV : Peraturan Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 
Nomor 26 Tahun 1988
Tanggal 30 Agustus 1988.

BENTUK
PAKAIAN SIPIL HARIAN ( PSH )

leher berdiri dan terbuka 

lengan pendek, 

lima buah kancing, 

saku bawah kanan kiri, 

warna khaki.

Dipakai untuk : Wanita» pada waktu bekerja sehari-hari dan keperluan lainnya 
yang bersilat umum.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH 

KETUA

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH

ttd.

ISMAIL

125
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Lampiran IV : Peraruran Daerah Propinsi 
Dacnh Tangbt I Jawa Tengah. 
Nomor 26 Tahun 1988 
Tangal : 30 Af!!tm 1988. 

BENTIJK 
PAKAIAN SIPIL HARIAN ( P'JH} 

leher berdiri dan terbuka 

Jengan pendek. 

6ma buah kancing. 

satu bawah kanan kiri. 

wama khaki 

Dipabi untuk : Wanita, pada waktu bekerja sehari-hari clan keperluan lainnya 
yang bcnifat umum. 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAEIWI 
PR.OPINSI DAER.All TINOKAT I JAWA TENOAH 

1C.E1\J,\ 

ltd. 

Ir. SOEXORAHARDJO 

OURl:RNUR KEPALA DAER.AH TINOKAT I 
JAWA 11:N(jAH 

lid .. 

ISMAIL 

125 


